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Abstract. This research examines the implementation of Sailing Approval Letter (SPB) issuance policy at the 

Harbor Master's Office by PT. Multi Jaya Samudera Belawan. SPB is an official document that must be possessed 

by every vessel before sailing as a form of authorization and supervision to ensure shipping operations comply 

with safety and security standards established by port authorities. The research methodology employs qualitative 

and descriptive approaches through interviews, direct observation, and document analysis at the Harbor Master's 

Office. The SPB issuance process includes several stages: application receipt with attachments of administrative, 

health, and safety documents; administrative verification to ensure document completeness and validity; physical 

vessel inspection of safety equipment completeness, technical conditions, security systems, and environmental 

compliance; SPB issuance as valid proof of sailing authorization; monitoring during voyage; documentation 

report issuance; and periodic procedure evaluation. Research findings indicate that PT. Multi Jaya Samudera 

implements SPB issuance in accordance with applicable regulations. However, obstacles encountered include 

delays in document submission due to vessel unpreparedness and inadequate internal administration, time-

consuming physical vessel inspections, lack of coordination among related agencies, complex procedures, limited 

human resources at the Harbor Master's Office, technology and infrastructure constraints, rapid regulatory 

changes, and adverse weather conditions. The research recommends enhanced officer training, thorough 

document verification before submission, and updates to procedures and supporting facilities to improve the 

efficiency and effectiveness of the SPB issuance process. 
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor 

Kesyahbandaran oleh PT. Multi Jaya Samudera Belawan. SPB merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki 

setiap kapal sebelum berlayar sebagai bentuk izin dan pengawasan untuk memastikan operasional pelayaran 

mematuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan otoritas pelabuhan. Metodologi penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif melalui wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen 

di Kantor Kesyahbandaran. Proses penerbitan SPB mencakup beberapa tahapan: penerimaan permohonan dengan 

lampiran dokumen administratif, kesehatan, dan keamanan; verifikasi administratif untuk memastikan 

kelengkapan dan keabsahan dokumen; pemeriksaan fisik kapal terhadap kelengkapan peralatan keselamatan, 

kondisi teknis, sistem keamanan, dan kelayakan lingkungan; penerbitan SPB sebagai bukti sah izin berlayar; 

pemantauan selama pelayaran; pengeluaran laporan dokumentasi; serta evaluasi berkala prosedur. Hasil penelitian 

menunjukkan PT. Multi Jaya Samudera melaksanakan penerbitan SPB sesuai regulasi yang berlaku. Namun, 

terdapat hambatan yang dihadapi meliputi keterlambatan penyerahan dokumen akibat ketidaksiapan kapal dan 

administrasi internal yang kurang tertib, pemeriksaan fisik kapal yang memakan waktu, kurangnya koordinasi 

antar instansi terkait, prosedur yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Syahbandar, kendala 

teknologi dan infrastruktur, perubahan regulasi yang cepat, serta pengaruh cuaca buruk. Penelitian menyarankan 

peningkatan pelatihan petugas, pemeriksaan ketelitian dokumen sebelum pengajuan, dan pembaruan prosedur 

serta fasilitas pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penerbitan SPB. 
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1. LATAR BELAKANG 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, jalur laut yang dirancang dengan baik 

membantu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Di industri transportasi laut 

ini, keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan sangat penting untuk memastikan bahwa 

operasional kapal berjalan dengan lancar dan aman. Kebijakan tentang penerbitan Surat 
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Persetujuan Berlayar (SPB) yang harus dimiliki setiap kapal sebelum berlayar adalah salah satu 

peraturan penting yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Perhubungan. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi di 

perairan Indonesia telah memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan keselamatan yang 

berlaku. Kantor Kesyahbandaran sebagai lembaga yang berwenang dalam penerbitan SPB 

memainkan peran yang krusial dalam pengawasan operasional kapal. Proses penerbitan SPB 

mencakup verifikasi terhadap kesiapan kapal, pemeriksaan dokumen, hingga pengawasan 

pemenuhan aspek keselamatan pelayaran. Dalam konteks ini, PT. Multi Jaya Samudera sebagai 

salah satu perusahaan pelayaran nasional juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa seluruh kapal yang dikelolanya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah 

sebelum beroperasi. PT. Multi Jaya Samudera berperan aktif dalam proses penerbitan SPB di 

kantor-kantor kesyahbandaran yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Namun, 

perusahaan dan kantor kesyahbandaran masih menghadapi sejumlah masalah dalam 

menerapkan kebijakan SPB. Faktor administrasi, kejelasan prosedur, dan efektivitas waktu 

proses verifikasi adalah beberapa masalah ini. Diperlukan kerja sama yang baik antara PT. 

Multi Jaya Samudera dan kantor kesyahbandaran untuk menciptakan prosedur penerbitan SPB 

yang lebih efisien dan efektif. Ini terutama berlaku ketika terjadi penundaan dalam proses 

penerbitan SPB, yang dapat mempengaruhi jadwal keberangkatan kapal. Dengan latar 

belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 

penerbitan SPB di kantor kesyahbandaran PT. Multi Jaya Samudera, mengidentifikasi masalah 

yang timbul, dan memberikan saran untuk memperbaiki proses tersebut.  

 

2. KAJIAN TEORITIS 

a. Menurut Turang et al. (2019, Hal 214) menjelaskan bahwa kantor syahbandar berfungsi 

sebagai pengawas terhadap kapal-kapal yang akan keluar dan masuk pelabuhan serta wajib 

mematuhi peraturan yang ada untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas kapal di 

pelabuhan. 

b. Administrasi yang efektif membutuhkan struktur, regulasi, dan prosedur yang jelas. Teori 

ini mendukung analisis pelaksanaan kebijakan SPB sebagai proses administrasi publik 

yang membutuhkan manajemen yang terorganisir dan pengawasan yang ketat. 

c. Teori kepatuhan menguraikan pentingnya pengawasan dan sangsi dalam pelaksanaan 

kebijakan untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait, termasuk PT. Multi Jaya 

Samudera, mematuhi aturan yang ditetapkan dalam penerbitan SPB. 
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d. Teori Efektivitas Kebijakan membahas bagaimana kebijakan dapat dinilai efektif dalam 

mencapai tujuan. Dalam situasi ini, kinerja penerbitan SPB dinilai berdasarkan waktu, 

prosedur, dan kontribusinya terhadap keselamatan pelayaran. 

e. Teori Manajemen Publik memberikan pemahaman tentang bagaimana organisasi publik 

seperti kesyahbandaran mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dalam kebijakan penerbitan SPB, seperti menjamin keselamatan pelayaran dan mematuhi 

peraturan nasional dan internasional. 

 

3. METODE PENELITIAN 

a. Metode Lapangan (field research) 

Penulis menggunakan Metodologi Lapangan (field research) yang meliputi pengamatan 

(observation) dan wawancara (interview). 

1) Pengamatan (Observation)    

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses administrasi di kantor 

Kesyahbandaran terkait penerbitan SPB. Observasi ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penerbitan SPB, serta 

interaksi antara petugas Kesyahbandaran dan PT. Multi Jaya Samudera. 

2) Wawancara (Interview)    

Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung dengan mewawancarai 

seseorang, melalui penelitian ini kita dapat memperoleh informasi tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di Kantor 

Kesyahbandaran Oleh PT. Multi Jaya Samudera. 

b. Metodologi Perpustakaan (Library Research) 

Metode yang diperoleh dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan persoalan 

yang akan dibahasa dalam suatu penulisan dan merupakan bahan tambahan yang 

menyediakan informasi untuk melengkapi suatu penulisan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kebijakan Penerbitan SPB Di Kantor Kesyahbandaran Oleh PT. Multi 

Jaya Samudera 

a. Pengertian dan Tujuan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

1) Pengertian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

Surat Persetujuan  Berlayar  (SPB) adalah dokumen  resmi yang diterbitkan oleh 

Kantor Kesyahbandaran atau otoritas pelabuhan terkait sebagai izin atau persetujuan 
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untuk kapal untuk melakukan pelayaran. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi semua persyaratan administratif dan 

teknis yang diperlukan untuk berlayar, termasuk kelengkapan dokumen kapal, kondisi 

fisik kapal, dan persyaratan keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terdiri dari berbagai pemeriksaan dan verifikasi 

administratif dan teknis yang dilakukan oleh pihak berwenang sebelum kapal dapat 

berlayar. Tanpa SPB, kapal dianggap tidak memenuhi syarat untuk melakukan 

perjalanan laut, yang berpotensi membahayakan keselamatan kapal, kru kapal, dan  

lingkungan. Komponen yang Tercakup dalam SPB: 

a) Dokumen Administratif: Dokumen seperti sertifikat laik laut, daftar kru, dan 

dokumen perizinan lainnya. 

b) Pemeriksaan Teknis Kapal: Memastikan bahwa kapal memiliki keselamatan, alat 

navigasi, dan peralatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

c) Pemeriksaan Lingkungan dan Keamanan: Ini mencakup pengujian alat 

keselamatan (seperti pelampung dan sekoci) serta prosedur pengurangan risiko 

dan darurat. 

2) Tujuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) memiliki beberapa tujuan yang 

sangat penting dalam konteks keselamatan pelayaran, kepatuhan terhadap regulasi, 

dan pengelolaan pelabuhan. Berikut adalah tujuan utama dari penerbitan SPB : 

a) Salah satu cara untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran adalah 

dengan memastikan bahwa kapal dalam kondisi yang layak berlayar, dilengkapi 

dengan perlengkapan keselamatan yang memadai, dan mematuhi standar teknis 

dan operasional sesuai dengan peraturan pelayaran yang berlaku. Kapal yang 

tidak memenuhi standar keselamatan dapat berlayar tanpa penerbitan SPB, 

menimbulkan risiko bagi awak kapal, penumpang, dan lingkungan. 

b) Verifikasi Kepatuhan Terhadap Regulasi Penerbitan SPB juga bertujuan untuk 

memastikan bahwa kapal dan operatornya mematuhi berbagai peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas pelabuhan. Ini mencakup verifikasi 

bahwa dokumen kapal seperti sertifikat keselamatan, surat izin operasi, dan 

dokumen administratif lainnya telah lengkap dan sah. Selain itu, SPB memastikan 

bahwa kapal telah membayar biaya pelabuhan, pajak, atau asuransi yang 

diperlukan untuk pelayaran. 
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c) Kepastian Hukum dan Administratif berfungsi sebagai bukti sah bahwa kapal 

telah mendapatkan izin untuk berlayar. Dengan adanya SPB, baik pemilik kapal, 

otoritas, dan pihak terkait lainnya (seperti asuransi, pelabuhan, atau otoritas 

pelayaran internasional) memiliki kepastian hukum bahwa kapal tersebut telah 

memenuhi semua persyaratan untuk berlayar. Selain itu, dokumen SPB 

menunjukkan bahwa kapal telah melalui proses verifikasi yang sah, yang 

menjadikannya referensi penting dalam kasus yang melibatkan kapal. 

d) Mengatur Arus Pelayaran di Pelabuhan: Penerbitan SPB memastikan bahwa 

kapal yang berangkat memiliki izin resmi untuk berlayar. Ini juga mengurangi 

risiko kapal yang berlayar tanpa izin, yang dapat mengganggu sistem pelabuhan 

dan operasi pelayaran yang lebih luas. Pengelola pelabuhan juga menggunakan 

SPB untuk memantau pergerakan kapal untuk pengawasan, pemeliharaan data, 

dan tindakan darurat di pelabuhan atau perjalanan pelayaran. 

e) Mematuhi Standar Internasional: Dalam hal pelayaran internasional, SPB 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal yang berangkat dari 

pelabuhan Indonesia memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh 

organisasi pelayaran global seperti International Maritime Organization (IMO). 

SPB juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal yang beroperasi di 

perairan internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara asal kapal 

dan negara tuannya. 

f) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan SPB yang diterbitkan 

oleh pihak berwenang, proses pemberian izin berlayar menjadi lebih transparan 

dan akuntabel. Selain itu, hal ini menghindari praktik yang tidak sesuai dengan 

regulasi, seperti pemberian izin berlayar tanpa pemeriksaan yang cukup atau 

tanpa kelengkapan dokumen. 

g) Penerbitan SPB mencakup pemeriksaan teknis terhadap peralatan navigasi, mesin 

kapal, dan alat-alat keselamatan untuk memastikan bahwa kapal yang akan 

berlayar dalam kondisi laik laut, yang berarti kapal tersebut layak dan siap untuk 

melakukan perjalanan laut. 

h) Dengan SPB yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, baik otoritas 

(kesyahbandaran, regulator), maupun pihak-pihak terkait lainnya, seperti 

perusahaan pelayaran, agen kapal, dan masyarakat internasional, akan membuat 

kapal yang berlayar merasa lebih yakin dan percaya bahwa mereka memenuhi 
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standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan. Ini sangat penting untuk 

menjaga reputasi dan kredibilitas operator pelayaran. 

i) Penerbitan SPB membantu menjaga lingkungan laut. Kapal yang memperoleh 

SPB harus mematuhi berbagai peraturan tentang pengelolaan limbah kapal, 

mencegah pencemaran laut, dan pengawasan bahan berbahaya yang mungkin 

dibawa kapal. 

j) Penerbitan SPB membantu mencegah kapal yang tidak memenuhi persyaratan 

atau yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan atau pelayaran 

tanpa izin. 

k) Penerbitan SPB membantu mencegah kapal yang tidak memenuhi persyaratan 

atau yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan atau pelayaran 

tanpa izin. 

l) Penerbitan SPB membantu mencegah kapal yang tidak memenuhi persyaratan 

atau yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan atau pelayaran 

tanpa izin. 

b. Proses Kebijakan Kantor Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan     Berlayar 

(SPB) 

Salah satu bagian penting dari proses administrasi pelayaran adalah penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Syahbandar. Tujuannya adalah untuk memastikan 

bahwa kapal yang akan berlayar memenuhi semua persyaratan keselamatan, teknis, dan 

administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengeluarkan SPB, Kantor 

Syahbandar melakukan langkah-langkah dan prosedur kebijakan berikut: 

1) Penerimaan Permohonan SPB 

Proses penerbitan SPB dimulai dengan menerima permohonan izin berlayar dari 

pemilik kapal atau operator kapal, seperti PT. Multi Jaya Samudera dalam hal ini. 

Permohonan ini biasanya dibuat oleh manajer pelayaran atau petugas operasional 

kapal. Dokumen yang harus dilampirkan pada permohonan adalah: 

a) Dokumen Administratif: Sertifikat kapal (sertifikat laik laut), rencana pelayaran, 

daftar kru (daftar nama kru) dan dokumen perizinan lainnya yang sah. 

b) Dokumen Kesehatan dan Keamanan: Sertifikat kesehatan kapal, pengujian alat 

keselamatan, dan jaminan bahwa kapal memenuhi standar keselamatan yang 

ditetapkan. 

c) Laporan Pemeriksaan Kapal yang menyatakan bahwa kapal dalam kondisi layak 

berlayar, baik dari aspek teknis maupun keselamatan. 
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2) Verifikasi Administratif dan Persyaratan Dokumen 

Setelah permohonan diterima, Kantor Syahbandar akan memverifikasi 

dokumen administratif. Tahap ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua 

dokumen yang dikirim lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Beberapa 

langkah yang terlibat dalam proses verifikasi ini adalah sebagai berikut: 

a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan oleh Kantor Syahbandar untuk 

memastikan bahwa dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat kelayakan kapal, 

bukti pembayaran biaya pelabuhan, dan dokumen registrasi kapal, telah lengkap. 

b) Untuk memastikan bahwa sertifikat keselamatan kapal yang dimiliki masih 

berlaku dan tidak kadaluwarsa, verifikasi sahnya dokumen dilakukan oleh Kantor 

Syahbandar. 

c) Pemeriksaan status administrasi kapal: Jika kapal terdaftar di pelabuhan lain, 

Kantor Syahbandar akan memeriksa apakah kapal tersebut telah menyelesaikan 

kewajiban administrasi pelayarannya. 

3) Pemeriksaan Fisik Kapal 

Selain verifikasi administratif, Kantor Syahbandar melakukan pemeriksaan fisik 

kapal. Tujuan pemeriksaan fisik ini adalah untuk memastikan kapal dalam kondisi 

yang layak berlayar dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh 

peraturan pelayaran dalam pemeriksaan fisik kapal, aspek-aspek berikut yang 

diperiksa: 

a) Kelengkapan peralatan keselamatan: Pemeriksaan ini memastikan bahwa kapal 

memiliki peralatan keselamatan yang sesuai, seperti peluit, sekoci penyelamat, 

pelampung, alat pemadam kebakaran, dan lainnya. 

b) Kondisi teknis kapal: Petugas syahbandar akan memeriksa kondisi mesin kapal, 

kelistrikan, sistem navigasi, dan sistem komunikasi untuk memastikan bahwa 

semuanya beroperasi dengan baik. 

c) Sistem keamanan kapal: Memeriksa sistem pengawasan dan keamanan kapal, 

seperti alat pelacak atau sistem radar, untuk memastikan kapal siap untuk 

menghadapi situasi darurat laut. 

d) Selain itu, kelayakan lingkungan kapal akan diperiksa untuk memastikan bahwa 

kapal mematuhi peraturan lingkungan seperti pengelolaan limbah kapal dan 

pencemaran laut. 
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4) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

Setelah verifikasi administratif dan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa 

kapal memenuhi semua persyaratan, Kantor Syahbandar akan menerbitkan Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB). SPB ini merupakan bukti sah bahwa kapal telah 

memenuhi semua persyaratan dan diberikan izin untuk berlayar. Beberapa data SPB 

meliputi: 

a) Identitas kapal, termasuk nama kapal, nomor registrasi, dan jenis kapal. 

b) Rute pelayaran, yaitu pelabuhan keberangkatan dan tujuan kapal. 

c) Tanggal keberangkatan, yang menunjukkan waktu kapal diizinkan untuk 

berlayar. 

d) Nomor dan tanda tangan pejabat syahbandar yang menerbitkan SPB, sebagai 

bukti sahnya izin tersebut. 

5) Pemantauan dan Pengawasan Selama Pelayaran 

Meskipun SPB dikeluarkan, Kantor Syahbandar masih memiliki tanggung 

jawab untuk memantau dan mengawasi kapal selama pelayaran. Tujuan dari 

pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa kapal yang telah diberikan izin 

berlayar mematuhi peraturan yang berlaku selama berada di laut. Beberapa metode 

pengawasan yang digunakan termasuk: 

a) Pemantauan lokasi kapal: Kantor Syahbandar dapat bekerja sama dengan otoritas 

maritim untuk memantau lokasi kapal melalui sistem pemantauan GPS atau 

sistem pemantauan lainnya. 

b) Inspeksi acak di pelabuhan tujuan: Saat kapal tiba di pelabuhan tujuan, Kantor 

Syahbandar dapat melakukan inspeksi kembali padanya untuk memastikan 

bahwa kapal tetap memenuhi standar keselamatan dan peraturan yang berlaku. 

6) Pengeluaran Laporan dan Dokumentasi 

Setelah kapal berlayar dan SPB diterbitkan, Kantor Syahbandar biasanya akan 

membuat laporan administrasi yang mencatat seluruh proses penerbitan SPB, 

termasuk dokumen yang diajukan dan hasil pemeriksaan kapal. Laporan ini berfungsi 

sebagai bukti administrasi yang dapat digunakan untuk audit atau jika terjadi insiden 

yang melibatkan kapal. Selain itu, kantor syahbandar juga menyimpan salinan SPB 

sebagai dokumentasi resmi yang dapat digunakan di masa depan. 
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7) Evaluasi dan Peninjauan Kembali Proses 

Untuk memastikan bahwa proses penerbitan SPB berjalan dengan efektif dan 

efisien, Kantor Syahbandar melakukan evaluasi berkala. Evaluasi ini mencakup: 

1) Umpan balik dari PT. Multi Jaya Samudera dan pihak terkait lainnya mengenai 

prosedur penerbitan SPB dan waktu yang dibutuhkan. 

2) Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan apakah ada masalah 

atau hambatan yang terjadi selama proses penerbitan SPB. 

3) Perbaikan prosedur jika ditemukan kendala atau hambatan yang dapat 

mengurangi efisiensi atau kualitas pelayanan kepada operator kapal. 

Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Penerbitan Surat Persetujuan 

Berlayar (SPB) Oleh Kantor Syahbandar Terhadap Perusahaan PT. Multi Jaya 

Samudera 

Untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional kapal, proses penerbitan 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilakukan oleh Kantor Syahbandar, yang merupakan bagian 

penting dari sistem administrasi pelayaran. Namun, dalam prosesnya, terdapat beberapa 

masalah atau hambatan dari pihak Kantor Syahbandar dan perusahaan pelayaran, seperti PT. 

Multi Jaya Samudera. Beberapa kendala umum adalah sebagai berikut: 

a. Keterlambatan dalam Penyerahan Dokumen yang Diperlukan 

Dalam proses penerbitan SPB, PT. Multi Jaya Samudera harus menyerahkan 

berbagai dokumen sebagai bagian dari proses verifikasi administrasi. Namun, seringkali 

terjadi keterlambatan dalam penyerahan dokumen yang diperlukan karena masalah 

administratif internal atau kelalaian perusahaan pelayaran. Beberapa faktor penyebab 

keterlambatan pengajuan dokumen adalah: 

1) Ketidaksiapan Kapal: Terkadang, kapal yang akan berlayar belum sepenuhnya siap 

secara administratif dan teknis, seperti sertifikat yang belum diperbarui atau perbaikan 

teknis yang belum selesai. 

2) Administrasi Perusahaan yang Kurang Tertib: Masalah administrasi internal seperti 

kesalahan pencatatan data atau dokumen yang tidak lengkap dapat memperlambat 

pengajuan SPB. 

b. Pemeriksaan Fisik Kapal yang Memakan Waktu 

Sebelum menerbitkan SPB, Kantor Syahbandar bertanggung jawab untuk 

memeriksa kelayakan fisik kapal. Namun, jika ada masalah teknis atau kapal tidak 

memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, pemeriksaan fisik kapal dapat menjadi 

masalah. Penundaan dapat disebabkan oleh beberapa hal. 
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c. Kurangnya Koordinasi Antara Pihak-Pihak Terkait 

Berbagai pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SPB harus berkoordinasi 

dengan baik. Pihak syahbandar, perusahaan pelayaran (PT. Multi Jaya Samudera), bea 

cukai, otoritas pelabuhan, dan lain-lain. Jika mereka tidak berkoordinasi, dapat terjadi 

masalah. 

d. Prosedur yang Kompleks dan Memakan Waktu 

Prosedur administrasi yang rumit dan memakan waktu adalah salah satu hambatan 

dalam penerbitan SPB. Kantor Syahbandar sering kali harus memastikan bahwa kapal 

mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, yang kadang-kadang melibatkan proses yang 

panjang dan sangat teliti. 

e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Kantor Syahbandar 

Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas atau kurang terlatih di Kantor 

Syahbandar dapat memperlambat proses penerbitan SPB. Kekurangan staf yang memadai 

untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi dokumen dengan cepat dapat menyebabkan 

masalah ini. 

f. Kendala Teknologi dan Infrastruktur 

Selain itu, masalah infrastruktur dan teknologi dapat menghambat proses penerbitan 

SPB. Penggunaan sistem administrasi yang tidak terintegrasi atau kurangnya perangkat 

teknologi yang memadai untuk pemeriksaan kapal dapat memperlambat proses. 

g. Perubahan Regulasi dan Kebijakan 

Jika ada perubahan kebijakan atau peraturan yang terjadi dengan cepat, perusahaan 

pelayaran mungkin bingung tentang bagaimana memenuhi persyaratan terbaru. Ini dapat 

mempengaruhi waktu penerbitan SPB. 

h. Cuaca Buruk dan Kondisi Alam 

Faktor eksternal seperti cuaca buruk atau kondisi alam yang tidak menguntungkan 

juga dapat mengganggu proses penerbitan SPB, terutama jika pemeriksaan fisik kapal 

harus dilakukan di luar ruangan atau di tempat terbuka. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pelaksanaan kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor 

Kesyahbandaran oleh PT. Multi Jaya Samudera telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan 

untuk memastikan kapal yang berlayar memenuhi semua persyaratan keselamatan dan 

administrasi. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap relevan untuk menjamin keselamatan 

pelayaran dan kepatuhan terhadap peraturan internasional. PT. Multi Jaya Samudera juga 
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memiliki peran penting dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Syahbandar 

agar proses penerbitan SPB dapat berjalan dengan lancar. 

Agar Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di 

Kantor Kesyahbandaran Oleh PT. Multi Jaya Samudera Berjalan dengan lebih baik maka pihak 

yang terkait perlu mengecek atau memperthatikan betul-betul sebelum mengajukan agar tidak 

ada lagi masalah tentang keterlambatan. 
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